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Mengingat

BUPAT! MANDAILING NATAL

PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL
NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANDAILING NATAL,

bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten
Mandailing Natal Nomor B Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa
Umum, perlu diatur petunjuk pelaksqnaannya;

bahwa perkenrbangarr kebutuhan malyalakat terhadap penggunaan
fasilitas terlekomunikasi semakin meningkat mendorong terjadinya
peningkat;rn pembanrJunan menara telekomunikasi dan dalam
rangka efektivitas dan efisiensi penggunaannya harus
memperhatikan faktor keamanan serta perlu dilakukan pengawasan
dan pengendalian;
bahwa sesuai maksr-rcl pada huruf b dapat dinranfaatkan untuk
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
bahwa berdasarkan lrertimbangan sebagaimana dirnaksud dalam
huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Pengendalian
Menara Telekomunika ;i;

Undang-undang Nonror 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan
Kabupaten Dati ll ToLra Samosir dan Kabupaten Dati ll Mandailing
Natal (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan
Lembaran Negara Nornor 3794),--
Undang-undang Non:r 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
(Lembaran Negara Terhun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3881);
Undang-undang Nontor 28 TahLrn 2002 tentang Bangunan Gedung
(Lembarart Negara Repurblik lndonesi Tahun 2004 Nomor 134,
Tambahan Lembar Negara Republik lndonesia Nomor 4247)',

Undang-undarrg Nornor 24 Tahun 2004 tentang Penanggulangan
Bencana (n Lembaran Negara Republik lndonesia Talrun 2007
Nomor 66, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia N<-rrnor

4723),
Undarrg-undang Notror 32 Tahun 2004 tentang Petlerintahan
Daerah (L.enrbaran Negara Tahrrn 2004 Nornor 125, Tambahan
Lembaran Negara I'lomor 4437), sebagairnana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomt:: 12 Tahun
2008 tentang Perubaran Kedua Atas Undang-Lrndang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah lLembaran Negara
Tahun 2008 Nonror 59, Tarnbahan Lembaran hJeqara Nontor 4844):
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Undang-undang Nom or 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

(LembJran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 68'

TambahanLembaranNegaraRepubliklndonesiaNomor4T2S)'

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang

Penyeienggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik

lndonesiiTahun 2000 Nomor 107, Tambahal Lembaran Negara

Republik lndonesia 3980);
Peiaturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan

spektrum Frekuensi Radio dan orbit satelit (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor '108, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 3981);

Pelaturan Fernerintalr Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan

Undang-undang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republtk

lndonelsa Tahun ZO0S Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara

Republik lnclonesia Nomor 4532)',

Peraturan Pemerintatr Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor '130

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578),

Peraturar Menteri Komunikasi lnformatika Nomor

02/PER/M.KOMINFO/3l2OO8 tentang Pedoman Pembangunan dan

Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
peraluran Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekeriaan

Umum, Menteri Korrunikasi dan lnformatika dan Kepala Badan

Koordinasi Penananran Modal $omor 18 Tahun 2009, Nomor

07/pERT/Mt2o}g, noffror 19/PEhA(KOMINFO/03/2009, Nomor

3lPlzOOg tanggal 30 Maret 2009 tenta-ng Pedoman Pembangunan

Bersama Menara Tel,:komunikasi;
Keputusan Menteri F:rhubungan Nomor KM. 2'1 Tahun 200',l tentang

Penyelengg araan Jas;a Telekomunikasi;
peraturan baerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2 Tahun 20'11

tentang Pembentuki;rn organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

Kabupiten Mandailing Natal (Lembaran Daerah Kabupaten

Mandailing Natal l,omor 2 Tahun 2011, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten tVandailing Natal Nomor 2)'

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN

PENGELOLAAN RE'TRIBUSI- 
* PENGENDALIAN MENARA

TELEKOMUNIKASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mandailing Natal;

2. Bupati adalah Bupati Mandailing Natal;

3.DewanPen,vakilanRakyatDaerahdisingkatDPRDadalahDewan
Perwakilan Rakyat Daerah Mandailing Natal;

4,DinasPerhubungandanlnformatikayang.selanjurtnyadisebut
Dinas adalah Dlnas; Perhubungan dan lnformatika Kabupaten

Mandailing Natal;
S.KepalaD-inasPerhubungandanlnformatikayangselanlutnya

9.

10
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12.
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Menetapkan :



7.

disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan dan

Informatika Kabupaten lvlandailing Naial.
Komunikasi adalah suatu proses yang menjelaskan slapa

mengatakan apa, dengan saluran kepada siapa.
lnformatika adalah Kunrpulan Disiplin llmu (scientific discipline) dan

Disiplin Teknik (engineering discipline) yang secara spesifik

menyangkut transformasi / pengolahan dari "Fakta Simbolik" (data /
informasi), yang terutama menggunakan fasilitas mesin-mesin
otomatis/komputer
Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau
penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda,
isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat,

optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
Alat Telekomunikasi acjalah setiap perlengkapan yang digunakan

dalam bertelekomunikasi.
Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat

telekomunikasi dan kelengkapan yang digunakan dalam rangka

bertelekomunikasi
Penyelengl)ataan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan

pelayanan telekornunikasi sehingga memungkinkan
terselenggitranya telek rnrunikasi.
Badan Penyelenggara adalah bentuk badan usaha sesuai dengan
peraturan perundang-r-rndangan yang berlaku yang bertindak
sebagai pemegang kuasa penyelenggara jasa telekomurrikasi dan
informasi;
Menara adalah banguran khusus yang berfungsi sebagai sarana
penunjang untuk me,tempatkan peralatan telekomunikasi yang

desain atau bentr-rk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan
penyelengg araan telekomunikasi.
Penyelenggara Telekrtmunikasi adalah perseorangan, koperast,
badan usaha milik dal;rah, badan usaha milrk negara, badan usaha
swasta, instansi pemi;rintah, dan instansi pertahanan keamanan
negara.
Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki,
menyediakan serta rnenyewakan Menara Telekomunikasi untuk
digunakan bersama o' :lr Penyelenggara Telekomunikasi
Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau
mengoperasikan Menara yang dimiliki oleh pihak lain.

Kontraktor Menara adalah penyedia jasa orang perseorangan atau

badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang jasa

konstruksi pembangurtan Menara yang mampu menyelenggarakan
kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menara
untr,rk pihak lain. "t'*-'
Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur
telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan

telekomunikasi yang ber{ungsi sebagai central Trunk, Mobile

Switching Center (MS(l) dan Base Station Controller (BSC).

lzin Mendirikan Men;:ra adalah izin mendirikan bangunan
dengan peraturan perrtndang-undangan yi:ng berlaku
Badan Usaha lndonr:sia adalah orang perseorangan atau

hukum yang didirikan dengan hukum lndonesia, mempunyai

kedLrdukan di lndonesia, serta beroperasi di lndonesia
lzin adalah hak yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan

Komunikasi dan Infcrmatrka atas nama Bupati kepada pemohon

dengan memenuYil Persyara\an yarg'se:\a\> ss\u\< pes;e\esggana

,lasa komunikasi dan informasi, berupa surat lzin Pengusaha Jasa

komunrkasi cian lnforr,asi yang selanjutnya disebut SIPJKI;

Tinggi Menara h6dala tinggi konstruksi menara yang dihitung dari

peleta kannya
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Menara Bersa,.na hiidala menara telekomunikasi yang digunakan

secara bersama-sama oleh Penyelenggara Telekomuntkasi.
Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan

Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN),

Badan U;aha Swasta, lnstansi Pemerintah dan lnstansi Pertanahan
Keamanan yang m,)nyelenggarakan jasa telekomunrkasi jaringan

telekomurtikasi darr tt:lekomunikasi khusus yang mendapat izan r"rntuk

melakukan kegiatann',ra.
Penyedia Menara aclalah badan usaha yang membangun memiliki,
menyediakan serta menyewakan Menara Telekomunikasi untuk

digunakan bersama cleh Penyelenggara Telekomunrkasi
Pengelola Menara adalah badan usa yang mengelola atau
mengoperasikan ntertara yang dimiliki pighak lain.
Kontraktor Menara arlalah penyedia jasa atau perorangart atau Badan

Usaha yang dinyatattan ahli yang profesional di bidang jasa konstruksi
pembanguna menari;L yang mampu menyelenggarakan kegiatannya
untuk mewujudkan slrrtu hasil perencanaan menara oleh pihak lain.

Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur
telekomunikasi yant) menghubungkan berbagai eleven jarrngan

telekomunikasi yang berfungsi sebagi Central Trunk, Mobile Switching
Center (MSC), dan E rse Station Controller (BSC).
Keterangan Rencana Kota Menara Telekomunikasi yang selanjutnya
disinngkat KRK Menara Telekomr-rnikasi adalah lnformasi tentang
persyaratan tata bangr"tnan dan lingkungan untuk pendirian Menara
Telekomunikasi yang diberlakukan oleh pemerintaj daerah pada lokasi
tertentu.

29. lzin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi yang selanjutnya
disingkat IMB Menara Telekomunikasi adalah IMB yang diterbitkan
untuk mendirikan bangunan menara telekomunikasi.
Banguna Gedung adalah wujud fisik pekerjaan konstruksi yang
menyatu dengan ternpat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya
berada di atas dan/;rtau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi
sebagai tempat man;sia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau
tempat tinggal, kegi;:tan keagamaan, kegiatan usa, kegiatan social,
budaza, maupLrn keg atan klrusus.
Bangun Bangunan adalah penruujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi
yang menyatu derrgan tempat kedudukannya sebagian atau
seluruhnya untuk di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang

tidak digunakan untuk kegiatan manusia,
Zona atau Penempatan Kawasan Menara adalah batasan area
persebaran peletakan rnenara telekomunikasi berdasarkan potensi

ruang yang tersedia.
Barang cjaerah adalah SemLla kekayaan atau aset Pemerintah Daerah,
baik yang dirniliki atau dikuasi, yang berwujud, yang bergerak maupun
yang tidak bergerak serta bagian-bagiannya ataupun merupakan
satuan tertentu yang dapat dinilai , dihiturng diukur, atau ditimbang
Koefiserr Dasar Bangunan yang selanjurtnya disingkat KDB adalah

angka presentase berdasarkan perbandingan antara selerulr luas lantai

dasar bangunan dengan luras lahan/tanah perpetakan ldaerah
perencanaan yang dikuasi sesuai dengan rencana kota

Corperate Social Responsibility yang selanjutnya disingkat CSR adalah

partisipasi dan peran Serta dalam akselerasi kegiatan pembangunan

ciae ra h.

Base Trartsiever Station yang selanjutnya disingkat BTS adalah

perangkat mobile teleporr untuk melayani wilayah cakupan (sel).

Pengunaan Menara adalah Penggunaan Menara TelekOmunikasi oleh

satu atarr lebrh Penyr:lengara Telekonrunikasi.
Ketinggian Menara adalah Usuran ketinggian bangunan menara

telekomunikasi secara terttrlis.
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(4)

Perhitungan sebagainrana pada ayat (1) adalah berdasarkan standar
harga Kabupaten Man,Jailing Natal.

(3) Apabila pada standi::r harga Kabupaten Mandailing Natal tidak
tercantum (belum dit:rbitkan) maka harga tersebut disesuaikan
dengan hasil survey Tim Teknis Dinas.
Perhitungan Nilai Juar Objek sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan
mempertimbangkan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan
umum dikaitkan dengan frekwensi pengawasan dan pengendalian
dan tetap memperhatikan usia menara.
Faktor perhitungan Nilai Jual Objek sebagaimana dimaksud ayat (4)
merupakan indikator. yang membedakan masing-masing menara,
yang pada akhirnya menghasilkan formulasi nilai retribusi.
Parameter Perhitungan Retribusi Menara Telekomunikasi dihitung
berdasarkan Kawasan Penempatan Menara, Penggunaan Menara,
dan Ketinggian Menara sebagaimana tercantum dalam Matriks
Perhitungan Retribusi Menara Telekomunikasi sebagai ber.ikut :

Cara Perhitungan perkalian koefisien Menara adalah : Kawasan
Penempatan ditambalr Penggunaan Menara ditambah Ketinggian
dibagi tiga Koefisien dikali 100 o dikali NJOP.
(Penempatan + Penggunaan + Koefisien ):3 x 100% x NJOP

a. Kawasan Penem tan Menara
PERSENTTASEfCI

1.20
160

Perdagangan/ lndustrr
Bandara/ Pelabuharr / F'urbakala

1.00

, c Ketinnggian Melgr-a

5l=rlj.JGGt4N PERSENTASE(%)
7 nreter - 15.m_q.!e_1 025
Di atas 15 rneter - 30 nreter 050
Pi at:rs iO rnedr - 4sjieter 0.75 I

Di atas 45 meter - 60 rneter 100
Di atas 60 meter - 75 nreter
Di aias7s m;iei:so nier,ei
Di atas 90 meter - 105 rneter
Di atas 105 meter 2.00

BAB IV
TATA CARA PEMBAYP RAN PENAGIHAN DAN MASA RETRIBUSI

Pasal 5
(1) Pernbayaran retribusi vang terhutang harus dibayar lunas.
(2) Pelaksanaan penagil'an retribusi mulai pada saat awal proses

perizinan / pengurusarr pengendalian menara telekomunikasi.
(3) Pemungutan retribusi lidak dapat diborongkan.

(5)

(6)

(7)

180
2oo

br-

rl

\
!

KAWASAN
Peftanian/Persawahan/Perkebunan/ H utan
Hunian/ Perumahan

Pe!ggyte" \4efgln
JUMLA.i oPERAf-oR

2 Operator Telekornunikasi
5 Operator feteXomunil<asr
2 4 Operator Telekomunikasi



pasal 6

(1) penagihan Retribusr didahurui. surat Tagihan. pelaksanaanpenagihan retribusi oitat<u*an zrtyrrll rr; .","irnir,rh tempo suratKetetapan, 
I"_li,!.y., D;;;;; rS^*;j ;;,;;; ;,Jngeruarkan suratbayar atau penyetoran atau suiat lainnya yang seienis(2) Daram janska', (trl;;;;ii, sererrn-6;;;;Tu,rat tasihan atauperingatan atau surat ilimir, 

.yang selenii wajib retriOusi harusmetunasi retnbusinya y"ng i"i[rtrng(3) surat ragihan atau r,i*t i,"ii.gatan- atau surat rainnya sebagaimana

l,'1X,1[i:' 
daram avat (Jj iir,"iXr*rn 

"i.r, erprii"ri* pul.oat yans(5) Bentdk surat maupun dokumen
Oisediakan ofen SiipO tlr"fJ"i,.,,,r 

penagihan retribusi ditetapkan dan

pasai 7
Masa retribusi pengendarian 

Menara Terekomunikasi adarah satu tahun.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

pasal g

ffii3:iii"rj:lXT cukup diatur daram peraturan 
Bupati

x 
"p,it,. ", ri,;;;';:; ?:[f 

^";|,?[ " 
I li:f i:t ;F;" L,ii i " i:?;::

pasal g

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap oranop6ratu-r"an""tr*iY dapat ntengeta huinva,,memerrnta 

h kan pengundangan
x"orp"iun ,ilrlll,,,rU ffio'n penempatanrv, ;;i;;" 5l,.ita Daerah

Ditetapkan di panyabunoan
pada tanggat 2l M'arel z"Oll

PJ. BUPATI IMAruO411ING NATAL,

ASPAN SOFIAN

!111o3notan _di 
pa nyabu nu a n

Ei,:S Jil-'8 i!?, y3'f 
f il, l;o,, P A r E N,

ttd. rllr

,1\,

: .|,:.
,.,i L

GOZAL'

BERITA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2011 NOfuIOR 8

i;[:t {,:ir? fl:ffi n fl.jBig, n .,.setdakab. Mandailing Natal- --l
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